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	Perubahan pengakuan pendapatan yang semula diatur  dalam PSAK 23, menjadi PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan berdampak pada perusahaan dibidang real estate. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan penerapan PSAK 72 terhadap pengakuan pendapatan real estate di PT X yang menggunakan sistem in house. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan studi kasus di PT X. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data penelitian. Hasil dari penelitian ini PT X masih menggunakan PSAK 23 dengan mengakui keseluruhan penerimaan pendapatan yang belum menunjukkan nilai pendapatan yang selesai kewajiban pelaksanaannya dan harus dikoreksi fiskal. Selain itu pencatatan beban langsung pada Perusahaan belum dilakukan secara terperinci. Hendaknya perusahaan menggunakan PSAK 72 untuk mengakui pendapatan karena telah digantikan sejak tahun 2020 dan hendaknya Perusahaan mencatat secara rinci beban langsung yang digunakan sebagai harga pokok produksi. Penerapan PSAK 72  pada Perusahaan telah selaras dengan aturan perpajakan PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB. Penerapan PSAK 72 yang selaras tersebut membuat perusahaan tidak perlu melakukan koreksi pada pendapatan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPh final 4 ayat 2 atas penjualan rumah ke pembeli.
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PENDAHULUAN
Pada umumnya suatu perusahaan ingin menghasilkan laba yang besar dengan cara meningkatkan pendapatan perusahaan. Pendapatan harus diakui dicatat dengan cara tertentu yang  sesuai dengan aturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Terdapat pengakuan pendapatan yang sebelumnya berdasarkan pada PSAK 23, yang telah diperbarui menjadi PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Perusahaan real estate menjadi salah satu perusahaan yang berpengaruh karena adanya perubahan standar tersebut. Perusahaan di sektor real estate biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memiliki faktor tidak pasti yang sangat tinggi. Selain itu, penentuan siklus operasi normal perusahaan real estate sering kali merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks.
[bookmark: _GoBack]Perusahaan real estate dalam praktik usahanya memiliki dua sistem pembayaran yaitu dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan sistem kredit in house. Masyarakat dalam memilih sistem pembayaran cenderung akan langsung memilih KPR Karena seseorang mempunyai peluang yang sangat besar untuk memiliki rumah yang dapat ditinggali tersebut secara langsung daripada harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar terlebih dahulu. Tetapi dengan sistem kredit in house pembayaran pembelian rumah memiliki sistem yang lebih fleksibel. Sistem in house hanya akan melibatkan pembeli dan pengembang dengan mekanisme pembayaran rumah langsung kepada pengembang tanpa perantara perbankan sebagai tempat pembayaran kredit rumah. Dengan pembayaran yang dilakukan langsung kepada pengembang atau pengembang dapat lebih fleksibel karena mereka dapat menegosiasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayar kredit rumah.
Perusahaan real estate menjadi objek penelitian dikarenakan akibat dampak penerapan PSAK 72 melihat dari aktivitas perusahaan real estate dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan. Penelitian oleh (Pradanti & Lestari, 2022) menunjukkan hasil bahwa PSAK 72 berdampak pada penjualan bangunan dengan selisih yang disajikan terjadi akibat perbedaan waktu saat pengakuan pendapatan. PSAK 72 yang resmi menjadi standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang berlaku untuk sebagian kontrak pelanggan dengan menggantikan beberapa standar PSAK pengakuan pendapatan sebelumnya. Pengakuan pendaptan yang diatur di PSAK 72 hanya menerapkan berdasar actual method, yaitu jika pelaksanaan unit pembangunan telah diselesaikan dan telah mealakukan serah terima antara entitas dan pelanggan. Dengan demikian pendapatan yang menjadi dasar pengenaan pajak akan mempengaruhi jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan real estate. Ketika suatu perusahaan menghasilkan banyak pendapatan, maka Perusahaan tersebut juga harus membayarkan pajak yang lebih besar juga kepada pemerintah.
Penerapan PSAK 72 sebagai dasar pengakuan pendapatan akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh Perusahaan pada Perusahaan real estate dengan sistem in house. Diterapkannya sistem kredit in house oleh PT X sebagai studi kasus penelitian ini menjadi hal yang menarik, menurut (Mustiko dan Putra, 2022) sistem kredit in house jarang diterapkan oleh perusahaan real estate. Kurangnya penelitian tentang Perusahaan real estate dengan sistem in house juga menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan. Maka peneliti akan memperlihatkan bagaimana penerapan PSAK 72 sebagai landasan merumuskan akuntansi pajak real estate dengan sistem in house pada PT X selama tahun 2021-2022. 
Kajian teoritis
2.1  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 
Pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang merupakan PSAK 72 telah mengubah banyak standar sebelumnya yaitu diantaranya ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan, PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, BAS 7 tentang perlakuan akuntansi dan keterbukaan dalam transaksi hubungan keagenan, IAS 18 tentang pendapatan, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan dan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. PSAK 72 ini diadopsi atas IFRS 15 dan mulai aktif pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK 72 merupakan aturan yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menampilkan informasi keuangannya. Hal ini penting karena mengubah cara perusahaan dalam mengakui pendapatan yang diterima.  Maksud dari penerapan ini yaitu untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan (IAI, 2020). 
Dalam PSAK 72 pengakuan pendapatan yang diterapkan dan dikenal dengan sebutan lima tahapan model (five-step model), diantaranya sebagai berikut :
1) Suatu entitas perusahaan kontrak dengan pelanggan jika memenuhi persyaratan sesuai  paragraf 9 sampai 16 PSAK 72, khususnya yaitu : 
(1) Semua pihak sepakat untuk menandatangani kontrak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak.
(2) Suatu entitas dapat melanjutkan untuk menentukan hak atas barang dan jasa yang dialihkan.
(3) Suatu entitas dapat menentukan waktu atau jangka waktu  pembayaran atas barang atau jasa yang dialihkan.
(4) Kontrak bersifat komersial mengenai risiko yang mungkin timbul, waktu pelaksanaan kontrak, atau perkiraan jumlah uang di masa yang akan datang.
(5) Entitas dapat menerima kompensasi sebagai imbalan atas barang atau jasa yang akan dialihkan kepada pelanggan.
2) Kontrak kombinasi menggambarkan kombinasi yang dapat dilakukan dari 2 atau lebih kontrak yang disepakati tergantung pada waktu atau jangka waktu. Kombinasi kontrak dapat bersifat independen jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi : 
(1) Kontrak yang dinegosiasikan adalah kontrak dengan tujuan komersial tunggal pada  paket tertentu.
(2) Jumlah total yang harus dibayar oleh satu pihak didasarkan pada harga pelaksanaan  kontrak pihak lainnya.
(3) Barang dan jasa yang disepakati dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan.
3) Amandemen kontrak menjelaskan kemungkinan perubahan kontrak, khususnya harga  atau ruang lingkup kontrak yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika situasi ini terpenuhi :
(1) Ruang lingkup akad bertambah karena bertambahnya barang atau jasa yang diperjanjikan secara berbeda.
(2) Harga kontrak naik apabila terjadi penyesuaian atau perubahan harga jual yang timbul dari barang atau jasa yang disepakati semula dan harga jual tersebut bersifat unik atau berdiri sendiri dan mencerminkan harga  suatu kontrak tertentu.
4) Identifikasi kewajiban pelaksanaan, yaitu pada tahap ini badan hukum mengevaluasi barang atau jasa yang tercakup dalam kontrak dengan pelanggan dan mengakui kewajiban untuk memenuhi setiap janji yang dialihkan kepada pelanggan, dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa tersebut yaitu :
(1) Barang atau jasa yang tercakup dalam kontrak dapat diidentifikasi dan perbedaannya dicatat.
(2) Barang atau jasa mungkin dianggap berbeda secara signifikan dan dikirimkan dengan cara yang sama kepada pelanggan.
5) Penyelesaian kewajiban pelaksanaan Pada tahap ini, entitas mengakui pendapatan jika entitas telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan jasa atau menyerahkan barang kepada pelanggan. Aset dapat dialihkan kepada pelanggan setelah aset  diterima dengan ketentuan sebagai berikut : 
(1) Kewajiban pelaksanaan yang terpenuhi Kewajiban pelaksanaan terjadi sepanjang waktu (sepanjang waktu) atau ketika entitas mengalihkan asetnya setelah kewajiban pelanggannya dipenuhi.
(2) Kewajiban pelaksanaan  telah dipenuhi pada titik waktu tertentu (pada titik waktu tertentu), menggambarkan apakah entitas tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga entitas  harus melaksanakan kewajiban yang sama dalam jangka waktu tertentu yang disepakati yang kemudian. meninjau persyaratan untuk mengendalikan kewajiban entitas.
[bookmark: _Hlk127482590][bookmark: _Hlk126447572]PSAK 72 pada paragraf kedua menyebutkan pengalihan aset dalam bentuk barang atau jasa kepada pembeli menjadi dasar utama pendapatan dapat diakui. Jadi, pendapatan perusahaan hanya dapat diakui ketika transaksi dalam proses pertukaran atau pengalihan aset berupa barang atau jasa telah selesai dilaksanakan kepada konsumen. Penerapan PSAK 72 membuat perusahaan menunjukkan situasi keuangannya dengan lebih jelas karena adanya transparansi penerimaan pengakuan pendapatan. Walaupun PSAK 72 membantu perusahaan menunjukkan kesehatan keuangannya dengan lebih baik tetapi terdapat pengecualian pendapatan yang dapat diakui. Perusahaan yang sebelumnya dapat mengakui pendapatan dari kontrak yang dijalankan walau belum selesai pelaksaan kewajibannya dengan adanya PSAK 72 hal tersebut tidak dapat dilakukan Kembali. Pendapatan akan diakui sebagai penerimaan dibayar dimuka karena belum selesainya pelaksaaan kewajibannya.
2.2   Real estate
 Pengertian real estate berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2016 adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada diatasnya.  Real estate merupakan salah satu bentuk aset yang berbentuk berupa kepemilikan hunian. Karena pada kenyataannya real estate berarti mempunyai izin khusus untuk memiliki sebidang tanah dan menggunakannya sesuatu yang di dalamnya. 
 Aktivitas pengembangan real estate memiliki kegiatan untuk memperoleh tanah yang kemudian digunakan untuk membangun bangunan perumahan, bangunan komersial atau bangunan industri. Artinya, bangunan tersebut dimaksudkan untuk dijual atau disewakan seluruhnya atau dalam bagian yang berbeda. Selain itu pengembangan aktivitas real estate adalah memperoleh tanah untuk dikaveling dan dijual tanpa bangunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1987 disebutkan bahwa real estate yang selanjutnya disebut perusahaan pembangunan perumahan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang usahanya bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan prasarana lingkungan yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan permukiman dan sekitarnya. Sedangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengusaha real estate adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak (BKP) yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya, yang dimaksud ikutannya adalah bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut, bidang tanah sebagai pekarangan bangunan tersebut, pakar sekeliling bangunan tersebut dan saluran air/got, sarana jalan, pipa leding, tiang dan kabel listrik yang merupakan bagian dari kelengkapan bangunan tersebut. 
[bookmark: _Hlk127517205]2.3   Sistem In house
[bookmark: _Hlk126528620][bookmark: _Hlk126528570]Dengan alasan pembayaran yang dapat dicicil bertahun-tahun, masyarakat dalam memilih sistem pembayaran cenderung akan langsung memilih kredit pemilikan rumah (KPR). KPR merupakan program khusus yang digunakan bank untuk membantu masyarakat membeli rumah. Daripada membayar seluruh rumah sekaligus, masyarakat dapat membayar sedikit setiap bulan selama bertahun-tahun hingga semuanya lunas. Dengan sistem KPR ini, seseorang bisa tinggal dan memiliki rumah tanpa perlu menabung banyak uang terlebih dahulu. Rumah KPR yang pembiayaan dari perbankan untuk pembelian rumah, fasilitas ini diberikan kepada nasabah perorangan yang bukan hanya untuk memiliki rumah tetapi dapat untuk memberikan fasilitas pembiayaan memperbaiki rumah. Artinya, KPR akan membeli unit rumah yang diinginkan oleh nasabahnya dari pengembang. 
 Kemudian nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur setiap bulan dengan skema pembiayaan dan jangka waktu yang telah disepakati, sebagai gantinya. Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa rumah KPR diantaranya ada dua rumah KPR yang tersedia yaitu rumah KPR subsidi dan rumah KPR non subsidi. Rumah KPR subsidi sebetulnya hanya dimaksudkan untuk seseorang dengan kelas ekonomi menengah kebawah atau berpendapatan rendah. Subsidi yang diberikan seperti bantuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman atau uang tambahan untuk membangun atau memperbaiki rumahnya. Sedangkan untuk rumah KPR non subsidi dapat dimiliki oleh semua masyarakat karena bank yang mengatur syarat dan ketentuannya berupa besaran kredit dan suku bunga.
[bookmark: _Hlk126528863]Terdapat cara lain dalam membeli rumah selain KPR yaitu kredit rumah in house dengan pelaksanaan pembelian langsung antara pembeli ke pihak pengembang tanpa melalui kredit perbankan. Sistem in house merupakan suatu cara pembayaran rumah secara langsung kepada pengembang real estate tersebut. Artinya, pembeli tidak perlu melibatkan bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Dengan sistem khusus yang hanya  melibatkan pembeli dan pengembang,  adanya sistem in house membuat pembayaran rumah dapat lebih ringkas dan cepat. Selain itu pembeli dalam sitem in house dapat menerapkan pembayaran secara tunai langsung atau kredit. Kredit in house bukan berarti tidak ada uang muka (down payment), namun pembayaran uang mukanya dapat dicicil hingga beberapa kali (Ardela, 2017). Selain itu, masa jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan negosiasi kepada pihak pengembang  sehingga bisa dikatakan bahwa sistem in house dapat lebih fleksibel.
[bookmark: _Hlk126448623] Skema pembayaran kredit in house adalah sistem yang berlaku dalam membeli rumah kepada pengembang melalui metode angsuran. Meskipun penjualan angsuran mempunyai akibat positif bagi perusahaan yaitu meningkatkan omset penjualan serta menjamin kontinuitas hubungan atau mengikat konsumen, penjualan angsuran juga mengandung beban dan risiko yang harus ditanggung berupa biaya modal, biaya administrasi serta piutang tak tertagih (Luayyi, 2013). Dalam praktiknya pihak yang terlibat dalam sistem kredit ini yaitu pengembang dan pembeli sehingga prosesnya lebih cepat. Oleh karena hanya ada pihak pengembang dan pembeli saja maka pembeli dibebankan persyaratan khusus seperti melampirkan slip gaji ataupun peninjauan kelayakan pengajuan kredit jika ingin membeli atau mengkredit rumah yang secara langsung dengan pengembang. Namun biasanya pengembang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan kredit in house, dengan mensyaratkan adanya uang muka atau tanpa uang muka. Jika terdapat uang muka maka dapat dinegosiasikan secara langsung antara pembeli dengan pihak pengembang  untuk jumlah uang muka dengan cara tunai atau cicilan dan batas waktu pembayaran uang muka.
[bookmark: _Hlk127482062]2.4   Pajak Penghasilan (PPh) Bersifat Final
Pajak merupakan bagian penting bagi negara karena menyumbangkan persentase pendapatan paling besar dalam APBN Indonesia. APBN yang berkelanjutan dapat membantu pengeluaran pemerintah yang semakin besar terutama untuk program-program pembangunan infrastruktur dan program yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Isnaniati dkk. 2023). Pengalihan hak tas tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu penerimaan pajak di Indonesia ketika masyarakat membeli atau menjual tanah atau bangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, penghasilan yang berasal dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau dari kontrak penjualan tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dikenakan pajak final atas penghasilan tersebut. Pajak penghasilan final adalah pajak yang yang harus langsung dibayarkan ketika terutang dan dikenakan dengan tarif tertentu dan berdasarkan penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan selama tahun berjalan. Pembayaran, pengurangan, atau pemungutan jumlah PPh  yang pada akhirnya dipotong oleh pihak ketiga atau Anda sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas jumlah PPh yang terutang, melainkan merupakan pembayaran atas jumlah PPh yang terutang dari penghasilan, dengan demikian membayar pajak dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak diwajibkan membayar pajak penghasilan yang bersifat final, ia harus membayarnya segera pada saat jatuh temponya dan jumlah pajak penghasilan final yang dibayarkan tidak dapat sebagai pengurang pajak terutang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan pada Pasal 4 ayat (2) pendapatan dari bidang usaha real estate termasuk dalam pendapatan yang terutang sebagai pajak bersifat final. 
Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya menjelaskan bahwa penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, penukaran, pelepasan hak, pengalihan hak, lelang, hibah, warisan, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. Apabila BPHTB  menjadi objek  perolehan harta berupa tanah dan/atau bangunan, maka dalam Pasal 4 ayat (2) pajak penghasilan final yang menjadi objek adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan harta tersebut.
Untuk besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan terdapat tiga tarif yang diterapkan di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, antaranya sebagai berikut :
1) Tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah  nilai peralihan hak atas tanah dan/atau perumahan selain peralihan hak atas tanah dan/atau perumahan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang kegiatan pokoknya memindahkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2) Tarif 1% (satu persen) dari jumlah  nilai peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang kegiatan pokoknya melakukan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3) Tarif 0% (nol persen) atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, kepada perusahaan umum yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau kepada perusahaan daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah  untuk tujuan pembangunan.
Dengan nilai sesungguhnya yang dikalikan dengan tarif adalah nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar atau harga wajar. Harga biasanya digunakan untuk menggambarkan berapa nilai aset di pasar keuangan. Sedangkan harga wajar adalah harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

METODE
[bookmark: _Hlk127520183]3.1  Jenis Penelitian
[bookmark: _Hlk142852029][bookmark: _Hlk127520200]Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan studi kasus di PT X. Menurut Sugiyono (2017:53) “metode deskriptif adalah metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”. Dan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:11) adalah metode penelitian yang dapat dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan alat penelitian, analisis data  kuantitatif/statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung, menganalisa dan menyimpulkan tentang penerapan PSAK 72 terhadap perusahaan real estate dengan sistem in house. Adapun hasil penelitian ini lebih menekankan pada penentuan nilai akuntansi pajak pada PT X.
[bookmark: _Hlk127520446]3.2 Jenis dan Sumber Data
[bookmark: _Hlk127520468][bookmark: _Hlk142852651][bookmark: _Hlk127520514]Jenis data pada penelitian ini menurut sifatnya menggunakan data kuantitatif berupa data seperti; data laporan keuangan perusahaan, data angsuran konsumen dan pembayaran pajak PPh final 4 ayat 2 sebagai pajak penjualan rumah perusahaan. Selain data kuantitatif terdapat data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum dari perusahaan real estate. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data penelitian. Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer merupakan sumber data yang  memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diambil langsung dari sumber aslinya. Data primer untuk penelitian ini diambil langsung dari sumber primer yaitu dari PT X berupa laporan transaksi perusahaan, bukti pembayaran pajak dan laporan keuangan perusahaan. Data primer tersebut diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang berisi tentang data umum perusahaan dan data yang berkaitan dengan akuntansi pajak perusahaan real estate. 
[bookmark: _Toc144137513][bookmark: _Hlk127520528]3.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah awal yang bertujuan untuk mendapatkan kumpulkan data sesuai standar yang  ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1) [bookmark: _Hlk127520616]Dokumentasi
Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh perusahaan. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data angsuran pembelian rumah, pencatatan laporan keuangan perusahaan dan pembayaran pajak yang ada di perusahaan.
2) [bookmark: _Hlk127520621]Wawancara
Dalam wawancara teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang ditujukan kepada pemberi informasi yang bersangkutan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan tanya jawab dengan bagian keuangan dan pajak yang merupakan pihak yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan perusahaan. 
3) [bookmark: _Hlk127520626]Observasi
Teknik observasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti. Observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan tentang bidang usaha perusahaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan.
[bookmark: _Hlk127521888]3.4 Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengolah data sehingga bisa ditarik kesimpulan. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Menganalisis total pendapatan dari data transaksi PT X yang sesuai dengan PSAK 72 selama tahun 2021-22. 
2) Menghitung pajak real estate PT X tahun 2021-2022 dari penerimaan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Pajak terutang pada PT X merupakan PPh final 4 ayat 2 Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) sebagai pajak penjualan rumah, sesuai pada UU HPP 2021 merujuk dari PP No. 34 Tahun 2016 tentang BPHTB dengan rumus :
PPh final 4 ayat 2 	= Nilai properti x 2,5%.
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang BPHTB
3) Membuat laporan keuangan PT X selama tahun 2021-2022 yang mencakup :
(1) Membuat laporan laba rugi PT X 2021-2022 dengan rumus : 
	Penjualan Neto
	xxxxxxxxxx

	Harga Pokok Penjualan
	

	-Beban langsung
	(   xxxxxxxx)

	Laba Kotor
	xxxxxxxxxxx

	Beban-beban
	

	-Beban gaji dan upah
	xxxxxxx

	-Beban listrik
	xxxxxxx

	-Beban perlengkapan
	     xxxxxxx

	Total Beban
	(   xxxxxxxx)

	Laba Operasional
	xxxxxxxxxxx

	Penghasilan Lainnya
	xxxxxxxxxxx

	Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak
	xxxxxxxxxxx

	-Beban pajak
	(     xxxxxxx)

	Laba Bersih Setelah Pajak
	xxxxxxxxxx


Sumber : Kieso dkk. (2017:187) 
(2) Membuat laporan perubahan modal PT X 2021-2022 dengan rumus :
	Modal awal Januari 2022
	             xxxxxxxxx

	Tambahan :
	

	-Laba bersih setelah pajak 2022
	                xxxxxxxxx

	-Deviden
	-

	-Prive
	-

	
	xxxxxxxxxxx

	Modal akhir Desember 2022
	xxxxxxxxxxx


Sumber : Kieso dkk. (2017:226)
(3) Membuat laporan posisi keuangan/neraca PT X 2021-2022 dengan rumus :
	AKTIVA
	
	HUTANG
	

	Aktiva Lancar
	
	Hutang Lancar
	

	Kas
	xxxxxxxx
	Pend. Diterima Dimuka
	xxxxxxxxx

	Perleng. Kantor
	xxxxxxx
	Total Hutang
	xxxxxxxxx

	Total Aktiva Lancar
	xxxxxxxx
	
	

	Aktiva Tetap
	
	MODAL
	

	Peralatan
	xxxxxxxx
	Modal Des 2022
	xxxxxxxx

	Total Aktiva Tetap
	xxxxxxxx
	Total Modal
	xxxxxxxx

	Total Aktiva 
	xxxxxxxxxx
	Total Hutang dan Modal
	xxxxxxxxx


Sumber : Kieso dkk. (2017:255)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1  Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72
Pengakuan pendapatan merupakan saat yang penting, karena kesalahan dalam menentukan nilai pendapatan akan berakibat pada jumlah laba yang akan dicatatkan Perusahaan pada laporan keuangan. Oleh karena itu pengakuan pendapatan akan mempengaruhi Perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan Perusahaan sebagai pendapatan atau tidak. Prinsip akuntansi PSAK mengatur pengakuan pendapatan dan memberikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dicatat untuk diakui. Selama 2021-2022 PT X masih menerapkan PSAK 23 sebagai metode pengakuan pendapatan pada perusahaan. PT X yang menerapkan standar pengakuan pendapatan dengan PSAK 23 membuat pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan memiliki nilai yang cukup besar. Pengakuan pendapatan yang sangat besar dikarenakan setiap penerimaan yang menurut PSAK 23 mengakui keseluruhan pembayaran yang dilakukan pembeli termasuk pembayaran down payment. Oleh karena itu, setiap transaksi pendapatan yang berlangsung pada PT X secara keseluruhan diakui sebagai pendapatan. Keseluruhan penerimaan inilah yang membuat pengakuan menurut PSAK 23 menjadi sangat besar.
Apabila PT X menerapkan PSAK 72 sebagai aturan terbaru yang berlaku, maka akan terjadi perbedaan jumlah pengakuan pendapatan. Nilai pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan dengan penerapan PSAK 72 akan semakin berkurang sehingga berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Pengakuan pendapatan akan menjadi lebih rendah dikarenakan setiap transaksi tidak diakui seluruhnya. Pendapatan yang diakui menurut PSAK 72 harus melalui penentuan kontrak, pelaksanaan kewajiban, penentuan harga transaksi, pengalokasian harga transaksi, dan pengakuan pendapatan setelah penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Perusahaan hanya akan mengakui pendapatan yang telah dialihkan asetnya pada pembeli karena selesainya kewajiban pelaksanaan. Transaksi yang belum selesai kewajiban pelaksanaannya tidak dapat diakui sebagai pendapatan, melainkan dapat diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.
Karena kontrak dengan pembeli pada PT X selesai kewajiban pelaksanaannya, pada saat selesai proses pengalihan hak atas tanah bangunan. Proses pengalihan di PT X dapat dilakukan apabila pembeli sudah melunasi keseluruhan nilai harga rumah yang disepakati dengan selesainya pelaksanaan kewajiban membangun rumah pembeli. Jadi penerapan PSAK 72 pada PT X jika belum terjadi pelunasan secara keseluruhan dengan selesainya pelaksanaan kewajiban membangun rumah maka tidak bisa diakui sebagai pendapatan. 
Peneliti mengolah data-data PT X untuk dapat membandingkan implementasi pajak real estate dari pengakuan pendapatan yang diterima. Realisasi penerimaan pendapatan dengan sistem kredit in house pada PT X selama 2021-2022 menerapkan pengakuan pendapatan dengan PSAK 23.  PT X mengakui keseluruhan transaksi down payment dan angsuran pembelian sebagai pendapatan pada perusahaan. Karena keseluruhan transaksi pendapatan dapat diakui sebagai pendapatan maka nilai pendapatan pada laporan keuangan perusahaan sangat besar. Berlakunya PSAK 72 pada tahun 2020 sebagai standar tunggal pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan, membuat pengakuan pendapatan dengan kontrak pelanggan harus menggunakan PSAK ini. Berikut adalah data penerimaan pendapatan yang diperoleh PT X selama satu periode tahun 2021 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan PSAK 23 dan PSAk 72 :
Tabel 1
Penerimaan Pendapatan Tahun 2021
	Bulan
	Jumlah Pendapatan
Berdasarkan PSAK 23 (Rp)
	Jumlah Pendapatan
Berdasarkan PSAK 72 (Rp)

	Januari
	94.910.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Februari
	82.870.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Maret
	92.321.666
	(Tidak mengakui pendapatan)

	April
	110.670.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Mei
	72.980.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Juni
	56.823.332
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Juli
	96.880.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Agustus
	102.161.666
	(Tidak mengakui pendapatan)

	September
	355.375.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Oktober
	178.275.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	November
	248.711.666
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Desember
	639.370.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Total
	[bookmark: _Hlk145745054]2.131.348.330
	(Tidak mengakui pendapatan)


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
	Pada tahun 2021 penerimaan pendapatan yang diakui oleh PT X adalah Rp 2.131.348.330 yang berdasarkan PSAK 23. Pendapatan tersebut diakui sepenuhnya tanpa melihat realisasi selesainya pelaksanaan kewajiban pembangunan rumah pembeli. Pendapatan yang diakui oleh PT X adalah keseluruhan total penerimaan dari pembeli baik dari transaksi down payment maupun angsuran. Pengakuan pendapatan yang berdasarkan PSAK 72 pada tahun 20221 di PT X tidak ada karena properti atau rumah yang belum dapat dialihkan kepada pembeli. Tidak dapat diakuinya pendapatan berdasarkan PSAK 72 berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembangunan rumah ke pembeli yang belum selesai. Hal tersebut membuat PT X belum dapat mengalihkan rumah yang dibangun kepada pembeli.
Pencatatan pendapatan yang tidak dapat diakui tersebut akan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. Menurut Ika Farida Ulfah  (2016:55) dengan menggunakan pendekatan neraca maka nilai dari pendapatan diterima dimuka tersebut dapat muncul pada bagian hutang di neraca. Pada tabel 1 diketahui bahwa pendapatan yang tidak dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka adalah sebesar Rp 2.131.348.330. Perbedaan pencatataan pendapatan diterima dimuka dan pendapatan usaha adalah pendapatan diterima dimuka akan diakui sebagai hutang Perusahaan kepada pembeli dan akan masuk pada bagian hutang di neraca. Sedangkan pendapatan usaha akan masuk di laporan laba rugi untuk meperhitungkan laba bersih periode Perusahaan.
Tabel 2
Penerimaan Pendapatan Tahun 2022
	Bulan
	Jumlah Pendapatan
Berdasarkan PSAK 23 (Rp)
	Jumlah Pendapatan
Berdasarkan PSAK 72 (Rp)

	Januari
	402.265.000
	470.000.000

	Februari
	373.200.000
	235.000.000

	Maret
	419.117.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	April
	356.414.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Mei
	261.975.000
	235.000.000

	Juni
	364.675.000
	130.000.000

	Juli
	345.317.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Agustus
	496.515.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	September
	480.551.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Oktober
	572.710.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	November
	129.480.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Desember
	413.332.000
	(Tidak mengakui pendapatan)

	Total
	[bookmark: _Hlk144117808]4.615.551.000
	1.070.000.000


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Penerimaan pendapatan PT X tahun 2022 berdasarkan pengakuan pendapatan dari PSAK 23 adalah sejumlah Rp 4.615.551.000. Pengakuan pendapatan PT X berdasarkan PSAK 72 pada tahun 2022 menunjukkan nilai sejumlah Rp 1070.000.000.  Jumlah tersebut berdasarkan penerimaan yang hanya dari aset yang telah dialihkan kepada konsumen karena tanggung jawab pelaksaan telah diselesaikan. Pengalihan aset kepada konsumen dilakukan saat pembeli sudah melunasi harga beli rumah yang sudah selesai kewajiban pelaksaan pembangunan dan pembuatan sertifikat hak milik kepada pembeli. Unit rumah yang belum selesai kewajiban pelaksanaannya dan sudah mengangsur tidak akan diakui sebagai pendapatan perusahaan. 
Tabel 3
Total Penerimaan Pendapatan Tahun 2021-2022
	Tahun
	Penerimaan Pendapatan
(PSAK 23)
	Penerimaan Pendapatan
(PSAK 72)
	Selisih

	2021
	Rp     2.131.348.330
	(Tidak mengakui pendapatan)
	Rp      2.131.348.330

	2022
	Rp     4.615.551.000
	Rp        1.070.000.000
	Rp       3.545.551.000

	Total
	Rp     6.746.899.330
	Rp       1.070.000.000
	Rp      7.816.899.330


Sumber: Data diolah peneliti, 2023 	
Berdasarkan perhitungan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa hasil akhir pendapatan bersih PSAK 72 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan PSAK 23. Hal ini terjadi karena setiap pendapatan tidak dapat diakui dan dicatat sepenuhnya sebagai pendapatan menurut perhitungan PSAK 72. Terlihat bahwa total selisih penerimaan pendapatan sangat besar yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp 2.131.348.330 dan pada tahun 2022 Rp 3.545.551.000. Selisih ini tidak dapat diakui oleh perusahaan sebagai penerimaan pendapatan sesuai dengan PSAK 72 karena belum selesai kewajiban pelaksanaannya. Nilai aset atau unit rumah yang telah selesai kewajiban pelaksanaannya dan telah dialihkan kepada konsumen sejumlah Rp 1.070.000.000 yang diakui sebagai penerimaan pendapatan pada tahun 2022. 
4.2  Menghitung Pajak PT X Tahun 2021-2022
[bookmark: _Hlk140614906]	Implementasi pajak penjualan rumah yang ditanggung oleh PT X sebagai penjual adalah sesuai dengan PP No. 34 tahun 2016 tentang Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Penghitungan BPHTB merupakan upaya Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan self assessment system yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) serta melaporkannya tanpa mendasarkan pada surat ketetapan pajak (Elvira, 2018). Subjek pajak BPHTB adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengelola hak atas tanah dan real estat dan menjadi subjek pajak BPHTB apabila wajib membayar pajak.
	PT X mulai terutang pajak pada saat dilaksanakannya proses pengalihan atas tanah bangunan kepada pembeli. Besarnya pajak BPHTB yang terutang kepada PT X adalah 2,5% dari nilai harga rumah yang dialihkan. Pada tahun 2021 PT X tidak melakukan pengalihan rumah kepada pembeli sehingga tidak ada pajak terutang pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 penjualan rumah yang dialihkan kepada pembeli berjumlah lima unit rumah dengan total pendapatan yang diakui sesuai PSAK 72 adalah Rp 1.070.000.000. Berikut adalah perhitungan pajak penjualan rumah berdasarkan PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB adalah sebagai berikut :
Tabel 4
Pajak Terutang Perusahaan Tahun 2021-2022
	Tahun
	Jumlah Pendapatan dari Pengalihan Rumah
	Persentase
	Nilai Pajak Terutang

	2021
	Nihil
	2,5%
	Nihil

	2022
	Rp              1.070.000.000
	2,5%
	Rp            26.750.000


Sumber: Data diolah peneliti, 2023 	 
	Nilai pajak penjualan rumah PT X yang terutang berdasarkan  perhitungan diatas terjadi pada tahun 2022 adalah Rp 26.750.000. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB telah sesuai dengan nilai pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada saat pengalihan unit rumah ke pembeli yaitu sebesar Rp 1.070.000.000. Apabila PT X menggunakan PSAK 23 untuk pengakuan pendapatannya maka pendapatan tersebut tidak sesuai dengan DPP pada PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB dan harus melakukan koreksi fiskal untuk bagian pendapatan. Realisasi pengakuan pendapatan PT X berdasarkan PSAK 72 menurut peneliti telah sesuai dengan aturan perpajakan dalam bidang real estate. Kewajiban pembayaran pajak pada PP No. 34 tahun 2016 tentang bea pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) menyatakan bahwa wajib pajak terutang pada saat pengalihan aset dan bersifat final. Hal tersebut selaras dengan aktivitas yang dilakukan di PT X dengan menggunakan PSAK 72 yang mengakui pendapatan ketika terjadi pengalihan aset kepada pembeli. Pada akhirnya pengakuan pendapatan dan terutangnya pajak penjualan rumah akan diakui secara bersamaan.
4.3  Membuat Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2021-2022
	Berdasarkan  laporan keuangan laba rugi komersial PT X terjadi perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan perusahaan karena menggunakan PSAK 23 sebagai dasar pengakuan pendapatan. Perbedaan tersebut dikarenakan PSAK 23 mengakui secara keseluruhan penerimaan  dari pembeli sebagai pendapatan, padahal terdapat pendapatan yang diakui tersebut belum diselesaikan pelaksanaan kewajibannya. Menurut PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB pendapatan yang seharusnya diakui oleh PT X berdasarkan pengalihan barang kena pajak  ke pembeli pada tahun 2021 nihil dan pada tahun 2022 sejumlah Rp 1.070.000.000. PT X secara komersial mengakui keseluruhan pendapatan baik yang sudah terjadi pengalihan maupun yang belum terjadi pengalihan oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi tersebut dikarenakan pendapatan yang tidak dapat diakui ini kewajiban pelaksanaannya belum diselesaikan oleh perusahaan. Berikut perbedaan laporan keuangan fiskal laba rugi PT X tahun 2021 berdasarkan PSAK 23 dan 72 :
Tabel 5
Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2021
	Keterangan
	Lap. Laba/Rugi Komersial (PSAK 23)
	Koreksi Fiskal
	Lap. Keuangan Laba/Rugi Perpajakan
	Lap Laba/Rugi Komersial
(PSAK 72)

	Penjualan Neto
	2.131.348.330
	(2.131.348.330)
	(Tidak diakui)
	(Tidak diakui)

	H. Pokok Penjualan
	
	
	
	

	Beban langsung
	(186.000.000)
	
	(186.000.000)
	(186.000.000)

	Laba Kotor
	1.945.348.330
	
	(186.000.000)
	(186.000.000)

	Beban-beban
	
	
	
	

	Beban gaji dan upah
	78.000.000
	
	78.000.000
	78.000.000

	Beban listrik dan Wifi
	4.764.000
	
	4.764.000
	4.764.000

	Beban perlengkapan
	1.500.000
	
	1.500.000
	1.500.000

	Beban pemasaran
	29.770.000
	
	29.770.000
	29.770.000

	Total Beban
	(114.034.000)
	
	(114.034.000)
	(114.034.000)

	Laba Operasional
	1.831.314.330
	
	(300.034.000)
	(300.034.000)

	Penghasilan Lainnya
	                 0
	
	           0
	                    0

	Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak
	1.831.314.330
	
	(300.034.000)
	(300.034.000)

	-Beban pajak kini
(PPh final 4 ayat 2)
	Nihil
	
	Nihil
	Nihil

	Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak
	1.831.314.330
	
	(300.034.000)
	(300.034.000)


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
	Tabel 4.7 menunjukkan perbedaan pengakuan hanya terjadi pada pendapatan/penjualan yang diakui yaitu sebesar Rp 2.131.348.330 yang diakui menurut PSAK 23 dan tidak ada pendapatan yang diakui menurut PSAK 72. Sedangkan untuk beban yang diakui pada PSAK 23 dan PSAK 72 sama sesuai pengakuan berdasar akrual basis. Pengorbanan beban pada tahun 2021 terjadi di waktu yang sama dan harus diakui secara historis pada waktu tersebut. Pada tahun 2021 PT X sesuai aturan perpajakan dan PSAK 72 pada laporan laba rugi, tidak ada pendapatan yang diakui perusahaan. Pendapatan perusahaan yang hanya berasal dari pengalihan penjualan rumah merupakan faktor utama tidak ada pendapatan yang diakui pada tahun tersebut. Tidak adanya pendapatan yang diakui membuat laporan laba rugi perusahaan akan terlihat rugi karena harus menanggung beban dalam satu periode. Tetapi dengan tidak adanya pengalihan pada tahun 2021 membuat pajak yang terutang menjadi nihil di tahun tersebut. Tetapi tetap harus mengakui pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 2.131.348.330 yang nantinya akan muncul pada bagian hutang di laporan posisi keuangan. 
Tabel 6
Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2022
	Keterangan
	Lap. Laba/Rugi Komersial (PSAK 23)
	Koreksi Fiskal
	Lap.Keuangan Laba/Rugi Perpajakan
	Lap Laba/Rugi Komersial
(PSAK 72)

	Penjualan Neto
	4.615.551.000
	(3.545.551.000)
	1.070.000.000
	1.070.000.000

	H. Pokok Penjualan
	
	
	
	

	-Beban langsung
	(828.000.000)
	
	(828.000.000)
	(828.000.000)

	Laba Kotor
	3.787.551.000
	
	242.000.000
	242.000.000

	Beban-beban
	
	
	
	

	-Beban gaji dan upah
	100.800.000
	
	100.800.000
	100.800.000

	-Beban listrik
	406.000
	
	406.000
	406.000

	-Beban perlengkapan
	      1.325.000
	
	       1.325.000
	       1.325.000

	Total Beban
	(102.531.000)
	
	(102.531.000)
	(102.531.000)

	Laba Operasional
	3.685.020.000
	
	139.469.000
	  139.469.000

	Penghasilan Lainnya
	                0
	
	                       0
	                     0

	Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak
	3.685.020.000
	
	139.469.000
	139.469.000

	-Beban pajak kini
(PPh final 4 ayat 2)
	(    26.750.000)
	
	(   26.750.000)
	(   26.750.000)

	Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak
	3.658.270.000
	
	112.719.000
	112.719.000


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Dasar pengenaan pajak badan PT X adalah berdasarkan jumlah harga rumah yang dialihkan pada tahun 2022. Terdapat koreksi negatif karena perbedaan pengakuan pendapatan PSAK 23 yang dilakukan oleh perusahaan dengan aturan perpajakan yaitu sebesar Rp 3.545.551.000. Untuk beban tetap sama sesuai dengan penerapan akrual basis, dimana pengorbanan beban dilakukan pada waktu yang sama antara PSAK 23 dan 72 dan dicatat pada waktu yang sama. Sedangkan hasil penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 sama dengan pengakuan pendapatan pada aturan perpajakan PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB sebesar Rp 1.070.000.000. Dengan demikian selesainya pelaksanaan kewajiban pembangunan rumah, juga bersamaan dengan selesainya pelunasan pembelian rumah ke perusahaan.
4.4  Laporan Perubahan Modal PT X Tahun 2021-2022
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal setelah ditambah laba atau dikurangi rugi (Fadlol dkk. 2018). Perubahan jumlah modal pada PT X berkaitan dengan laba atau rugi berjalan dalam satu periode. Berikut adalah laporan perubahan modal PT Konco Properti selama tahun 2021-2022 berdasarkan PSAK 72 :
Tabel 7
Laporan Perubahan Modal Tahun 2021
	
	PSAK 23
	PSAK 72

	Modal awal Januari
	Rp            336.110.000
	Rp            336.110.000

	Tambahan :
	
	

	-Laba/Rugi bersih setelah pajak
	Rp         1.831.314.330
	(Rp          300.034.000)

	-Deviden
	0
	0

	-Prive
	                    0
	                 0

	
	Rp         1.831.314.330
	(Rp       300.034.000)

	Modal akhir Desember 2021
	Rp         2.167.424.330
	Rp         36.076.000


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
	Laporan perubahan modal PT X menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara PSAK 23 dan PSAK 72. Pada PSAK 23 menunjukkan adanya penambahan modal karena laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp 1.831.314.330 yang disebabkan oleh keseluruhan pengakuan pendapatan. Sedangkan pada PSAK 72 perubahan modal mengalami kerugian karena menurut PSAK 72 tidak ada pendapatan yang diakui dan seluruh beban pengeluaran Perusahaan diakui sebagai kerugian yang mengurangi modal Perusahaan sebesar Rp 300.034.000.
Tabel 8
Laporan Perubahan Modal Tahun 2022
	[bookmark: _Hlk141497372]
	PSAK 23
	PSAK 72

	Modal awal Januari
	Rp         2.167.424.330
	Rp               36.076.000

	Tambahan :
	
	

	-Laba/Rugi bersih setelah pajak 
	Rp         3.658.270.000
	Rp             112.719.000

	-Deviden
	0
	0

	-Prive
	                     0
	                     0

	
	Rp         3.658.270.000
	Rp             112.719.000

	Modal akhir Desember  2022
	Rp         5.825.694.330
	Rp            148.795.000


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Pada tabel 4.10 diatas diketahui terdapat perbedaan laba dan rugi tahun berjalan yang disebab perbedaan pengakuan pendapatan yang tersaji di laporan laba rugi. Terjadi perbedaan pengakuan pendapatan ini berpengaruh pada jumlah modal akhir perusahaan. Penerapan PSAK 23 yang mengakui keseluruhan pendapatan menyajikan penambahan modal yang besar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.658.270.000. Sedangkan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 menyajikan penambahan modal yang jauh lebih rendah sebesar Rp 112.719.000. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan di tahun tersebut antara PSAK 23 dan 72.
4.6  Laporan Posisi Keuangan PT X Tahun 2021-2022
	Laporan keuangan terakhir yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Menurut Kasmir (2018:30) neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Neraca pada laporan keuangan PT Konco Alkautsar juga akan menampilkan pendapatan diterima dimuka dari total penerimaan angsuran yang belum selesai pelaksanaan kewajiban pembangunannya. Nilai yang muncul pada pendapatan diterima dimuka adalah sebesar koreksi negatif pendapatan karena belum bisa diakui sebagai pendapatan. 
Peneliti menggunakan pendekatan neraca untuk mencatat pendapatan diterima dimuka dan muncul pada bagian hutang laporan posisi keuangan. Pencatatan dalam pendekatan neraca, posisi pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang (Wardana, 2019). Pendapatan diterima di muka diklasifikasikan sebagai kredit karena terdapat peningkatan kewajiban pendapatan relatif terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.  Berikut adalah laporan posisi keuangan/neraca PT X tahun 2021-2022 berdasarkan PSAK 23 dan 72 :
Tabel 9
Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021
	
	PSAK 23
	PSAK 72

	Aktiva
	
	

	Aktiva Lancar
	
	

	Kas
	Rp 1.909.824.330
	Rp 1.909.824.330 

	Perleng. Kantor
	Rp        1.200.000
	Rp        1.200.000

	Total Aktiva Lancar
	Rp 1.911.024.330
	Rp 1.911.024.330

	Aktiva Tetap
	
	

	Peralatan
	Rp    256.400.000
	Rp    256.400.000

	Total Aktiva Tetap
	Rp    256.400.000
	Rp    256.400.000

	Total Aktiva 
	Rp  2.167.424.330
	Rp 2.167.424.330

	
	
	

	Hutang
	
	

	Hutang Lancar
	-
	

	Pend. Diterima Dimuka
	                           -
	Rp  2.131.348.330

	Total Hutang
	-
	Rp  2.131.348.330

	Modal
	
	

	Modal Des 
	Rp  2.167.424.330
	Rp   36.076.000

	Total Modal
	Rp  2.167.424.330
	Rp   36.076.000

	Total Hutang dan Modal
	Rp  2.167.424.330
	Rp 2.167.424.330


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
	Laporan posisi keuangan PT X terdapat perbedaan antara PSAK 23 dan 72 pada sisi hutang. PSAK 23 tidak mengakui pendapatan diterima dimuka sebagai hutang karena pendapatan diakui secara keseluruhan dan masuk pada laporan laba rugi. Sedangkan PSAK 72 mencatat pendapat yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan muncul pada sisi hutang di laporan posisi keuangan sebesar Rp 2.131.348.330.
Tabel 4.12
Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022
	
	PSAK 23
	PSAK 72

	Aktiva
	
	

	Aktiva Lancar
	
	

	Kas
	Rp  5.568.569.330
	Rp 5.568.569.330

	Perleng. Kantor
	Rp           725.000
	Rp           725.000

	Total Aktiva Lancar
	Rp 5.569.294.330
	Rp 5.569.294.330

	Aktiva Tetap
	
	

	Peralatan
	Rp    256.400.000
	Rp    256.400.000

	Total Aktiva Tetap
	Rp    256.400.000
	Rp    256.400.000

	Total Aktiva 
	Rp  5.825.694.330
	Rp 5.825.694.330

	Hutang
	
	

	Hutang Lancar
	-
	

	Pend. Diterima Dimuka
	                           -
	Rp 5.676.899.330

	Total Hutang
	-
	Rp 5.676.899.330

	
	
	

	Modal
	
	

	Modal Des 
	Rp  5.825.694.330
	Rp    148.795.000

	Total Modal
	Rp  5.825.694.330
	Rp    148.795.000

	Total Hutang dan Modal
	Rp  5.825.694.330
	Rp 5.825.694.330


Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Pengakuan berdasarkan PSAK 23 dan 72 pada laporan posisi keuangan 2022 menunjukkan tidak ada perbedaan dari sisi jumlah antara aktiva dan pasiva yaitu sama sejumlah Rp 5.825.694.330. Perbedaan terjadi pada sisi modal karena pengakuan keseluruhan pendapatan pada PSAK 23 mengakibatkan perubahan penambahan modal yang besar pada tahun 2022 sebesar Rp 5.825.694.330. PSAK 72 yang tidak mengakui keseluruhan pendapatan pada tahun 2022 hanya mengakibatkan perubahan penambahan modal sebesar Rp 148.795.000. Selisih antara modal berdasarkan PSAK 23 dan 72, pada PSAK 72 diakui sebagai pendapatan diterima dimuka pada sisi hutang. Perbedaan yang terjadi pada bagian sisi hutang dengan PSAK 72 mencatat adanya pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 5.676.899.330. Sedangkan PSAK 23 tidak ada karena keseluruhan pendapatan diakui dan diperhitungkan pada laporan laba rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN
[bookmark: _Toc140657403][bookmark: _Toc144137531]Kesimpulan
	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang perlakuan penerapan PSAK 72 terhadap implementasi pajak real estate dengan sistem in house pada PT Konco Alkautsar Properti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23 pada PT X tidak menunjukkan nilai pendapatan yang telah selesai pelaksanaan kewajibannya dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan karena telah digantikan PSAK 72 sejak 2020. 
2) Penerapan PSAK 72 di PT X sebagai dasar pengakuan pendapatan hanya akan menunjukkan nilai pendapatan yang telah selesai pelaksanaan kewajibannya. Jumlah penerimaan yang diakui berdasarkan PSAK 72 yaitu pada tahun 2021 tidak mengakui pendapatan karena belum menyelesaikan pelaksanaan kewajibannya dan tahun 2022 mengakui pendapatan sejumlah Rp. 1.070.000.000 dengan 5 unit rumah yang telah selesai kewajiban pelaksanaannya. Selain itu penerapan PSAK 72 akan memunculkan pendapatan diterima dimuka untuk mencatat pendapatan yang tidak dapat diakui karena belum selesai pelaksanaan kewajibannya. Terdapat  juga pembebanan yang belum terperinci yang membuat nilainya menjadi bias.
3) Pajak yang terutang pada PT X sesuai dengan aktivitas kegiatan usahanya adalah PPh final 4 ayat 2 yang diatur di PP No. 34 tahun 2016 tentang Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yaitu nihil pada tahun 2021 dan sejumlah Rp 26.750.000 pada tahun 2022.
4) Pada PT X penerapan pengakuan pendapatan dengan PSAK 72 selaras dengan pengakuan pendapatan berdasarkan PP No. 34 tahun 2016 tentang BPHTB yaitu sama-sama diakui pada saat pengalihan rumah kepada pembeli. Total penerimaan pendapatan yang selaras tersebut adalah tidak mengakui pada tahun 2021 dan mengakui sejumlah Rp. 1.070.000.000 pada tahun 2022.
[bookmark: _Toc140657404][bookmark: _Toc144137532]Saran
	Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut: 
1) Peneliti memberikan saran kepada PT X seharusnya menerapkan PSAK 72 sebagai dasar pengakuan pendapatan, karena tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal atas pendapatan yang diterima perusahaan. Selain itu, PSAK 23 telah resmi digantikan oleh PSAK 72 berkaitan pendapatan kontrak dengan pelanggan sehingga PT X hendaknya menggunakan PSAK 72. Terdapat juga pembebanan biaya langsung yang tidak terperinci pada PT Konco Alkautsar yang membuat jumlah beban langsung sebagai harga pokok produksi menjadi bias. PT Konco Alkautsar hendak memperhitungkan harga pokok produksi dengan rinci agar dapat mengetahui biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu unit rumah yang dijual secara nyata. 
2) Saran untuk penelitian berikutnya penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya menggunakan perusahaan real estate yang menerapkan sistem in house untuk objek penelitiannya. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan penerapan PSAK 72 terhadap perusahaan real estate  yang menggunakan sistem kredit in house dan sistem kredit KPR.
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